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ABSTRACT 
Consignment is normatively against the principle of land acquisition which states that it’s not allowed to 
obtain land by any form of coercion by anyone to the right holder to hand the land and or receive 
compensation they don’t approve. The problem was how to the ideal construction of regulation of 
consignment which provides justice for public welfare. The research method used is a type of qualitative, the 
research paradigm is constructivism, the approach used was socio legal study which is a study which reviews 
law as a social symptom which can be observed in experience as behavioral pattern in the forms of social 
institutions. The research results were; Consignment is a form of abuse and act against law 
(onrechtsmatigheids overdaad) done by the government and land procurement committee officials. If this 
continues in land procurement, it will cause problems which end in conflicts and lengthy disputes, to 
reconstruct consignment institutions, it’s urgent to (1) revoke article on consignment as the basis of its 
implementation through legislative review, (2) revitalize land dispute resolution institution through 
mediation, (3) publish blue print to monitor the government for the success of developments performed fairly. 
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I. PENDAHULUAN 
Diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum sebagai tanggapan atas berbagai persoalan sulitnya memperoleh tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum. Ketentuan perundang-undangan yang telah ada dianggap kurang mampu mengatasi 
permasalahan perolehan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hal ini terlihat jelas dalam 
pertimbangan diterbitkannya UU 2/2012, sebagai berikut: 
a. Mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan 
b. Menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang 
pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil 
c. Peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 
belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan. 
Dengan demikian, UU ini disusun sebagai dasar hukum perolehan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum, yang dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan  para pihak. Pasal 1 angka 2  
dan angka 10 UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
menyatakan : 
“Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang 
layak dan adil kepada pihak yang berhak.” 
“Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses 
pengadaan tanah” 
Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah. Obyek 
pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan dan tanaman, benda yang 
berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat dinilai (UU Nomor 2 tahun 2012). Pengadaan tanah tersebut 
melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pemilik tanah diberikan 
kewenangan untuk memilih jenis ganti kerugian dari beberapa bentuk ganti rugi yang ditentukan undang-
undang yaitu ganti rugi bentuk uang; tanah pengganti; pemukiman kembali; kepemilikan saham; dan bentuk 
lain yang disetujui para pihak. Nilai ganti kerugian meliputi tanah; ruang atas tanah dan bawah tanah; 
bangunan; tanaman; benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai. Namun, 
bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian tersebut ditetapkan melalui musyawarah penetapan ganti kerugian 
yang apabila tidak berhasil akan di putus oleh pengadilan. UU Pengadaan tanah tidak memberikan rumusan 
apa yang dimaksud dengan musyawarah. Bila merujuk pada Perpres 36/2005, musyawarah adalah kegiatan 
mengandung proses saling mendengar, saling memberi, saling menerima pendapat, serta keinginan untuk 
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan 
kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraaan antara pihak yang mempunyai tanah, 
 bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan 
tanah.  
Apabila kita menyebut kegiatan pengadaan tanah itu didasarkan atas musyawarah maka harus tercapai 
kata sepakat. Di dalam hukum tanah kita, apabila musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka 
mekanisme yang dapat ditempuh adalah melalui pencabutan hak, bukan lalu meminta pemegang hak atas 
tanah mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri. 
Pasal 42:   
“Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil 
musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah 
Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri 
setempat” 
 
Persoalan penitipan uang ganti kerugian, yang biasa disebut dengan konsinyasi, sangat bertentangan 
dengan asas perolehan tanah yang menyatakan bahwa; untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak 
dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada pemegang haknya, untuk 
menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima ganti kerugian yang tidak disetujuinya, termasuk juga 
penggunaan lembaga penawaran pembayaran yang dikuti dengan konsinyasi pada Pengadilan Negeri seperti 
yang diatur dalam Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Pasal 1404 Kitab UU Hukum Perdata mengatur tentang lembaga penawaran pembayaran diikuti dengan 
penitipan pada Pengadilan Negeri dilandasi pada hubungan yang bersifat keperdataan antara para pihak yang 
berawal dari adanya hubungan utang piutang. Sedangkan pengadaan tanah adalah perbuatan hukum 
pemerintah untuk memperoleh tanah yang termasuk dalam ranah hukum administrasi. Untuk memperoleh 
tanah dari pemegang hak atas tanah, pemerintah memberikan ganti kerugian. Jelaslah bahwa hubungan antara 
pemerintah dengan pemegang hak atas tanah bukanlah hubungan utang piutang yang bersifat keperdataan. 
Ketika pemegang hak atas tanah menolak untuk menerima ganti kerugian yang ditawarkan oleh instansi 
pemerintah yang memerlukan tanah, maka tindakan untuk menitipkan uang ganti kerugian di Pengadilan 
Negeri merupakan tindakan yang bersifat sepihak, bahwa dengan telah dititipkannya uang ganti kerugian itu 
dianggap bahwa seolah-olah telah terjadi kesepakatan untuk menerima ganti kerugian tersebut dan bahwa 
tanggung jawab untuk membayar ganti kerugian dipandang telah dilaksanakan. 
Pasal 43: 
“Pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di 
pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepemilikan atau hak atas tanah 
dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya 
menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara”. 
 
Berkaitan dengan lembaga penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri (konsinyasi) jelas-jelas Pasal ini 
sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut UUPA, hak-hak atas tanah itu dapat 
hapus apabila tanahnya jatuh kepada Negara, oleh karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18, penyerahan 
dengan sukarela oleh pemiliknya (berarti tidak ada unsur paksaan, pemegang hak menerima ganti kerugian 
sesuai kesepakatan, uang ganti kerugian tidak dititipkan di Pengadilan Negeri), diterlantarkan, terkena 
ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2), tanahnya musnah. 
Dengan demikian tanah yang diperlukan untuk kepentingan umum harus tetap dilaksanakan dengan 
musyawarah. Negara sebagai badan penguasa organisasi kekuasaan tertinggi seluruh rakyat harus mampu 
berdiri di atas cita-cita hukum pertanahan kita berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan meniadakan 
lembaga konsinyasi sebagai jalan keluar atas pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. 
 
II. PERMASALAHAN 
1. Mengapa keberadaan lembaga konsinyasi harus dilakukan pencabutan dalam ketentuan pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan umum ? 
2. Bagaimana konstruksi ideal pengganti lembaga konsinyasi sebagai upaya penyelesaian sengketa dalam 
pengadaan tanah yang berkeadilan dan mensejahterakan 
 
III.METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha mengungkapkan, menemukan, dan 
menyempurnakan kekurangan atau kelemahan pengaturan dan implementasi konsinyasi pengadaan tanah 
yang berkeadilan dan mensejahterakan 
2. Paradigma Penelitian 
 Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menuntun dalam menjawab permasalahan  ini digunakan 
paradigma konstruktivisme. Digunakannya paradigma ini adalah untuk menemukan nilai kebenaran dalam 
membangun konsep hak menguasai Negara dalam penerapannya yang dapat memberi keadilan dan 
kesejahteraan. Dalam upaya menemukan nilai kebenaran tersebut diharapkan menghasilkan hukum yang 
benar, adil dan mensejahterakan, yang tidak lepas dari aspek ragam budaya, sosial, politik dan ekonomi yang 
dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan socio-legal research. Pendekatan ini lakukan untuk memahami hukum sesuai konteksnya, 
yaitu konteks masyarakatnya. Dengan pendekatan socio-legal research peneliti melakukan dua aspek 
penelitian. Pertama aspek legal research  (atau biasa disebut yuridis normatif), dengan objek penelitian 
berupa peraturan perundang-undangan. Kedua, aspek socio research (penelitian empiris), karena obyek 
penelitian bukanlah norma-norma hukum semata, melainkan juga meneliti tentang kenyataannya di 
masyarakat. Dalam penelitian ini konstruksi ditelusuri melalui interaksi antar sesama informan dan obyek 
kajian dengan metode pendekatan hermeneutilk. Hermeneutik secara terminologis adalah proses mengubah 
situasi ketidaktahuan menjadi mengerti dan memahami (verstehen). Metode pendekatan hermeneutik 
dipergunakan untuk menafsirkan dan memahami teks  peraturan perundang-undangan guna menggali nilai-
nilai keadilan dalam penerapan konsep hak menguasai negara. Penafsiran dan pemahaman dalam 
hermeneutik ini dimulai dari teks dalam UUD 1945, TAP MPR No. IX/MPR/2000 tentang Pembaruan 
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-
pokok agraria, UU No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,  
Perpres No 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 
kepentingan umum, UU No 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di 
atasnya. 
4. Sumber Data, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data  
a. Sumber Data   
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam 
penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang 
dilakukan langsung di dalam masyarakat (Fajar dan Achmad, 2010 : 156), dan mengingat penelitian ini 
tidak mendasarkan pada sampel dan populasi maka untuk melengkapi dan memverifikasi informasi yang 
didapat dari informan kunci, peneliti menentukan informan selanjutnya melalui purposive sampling, 
yakni kepada masyarakat dan pejabat yang mempunyai kompetensi. Data yang diperoleh, selanjutnya 
akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. 
Selanjutnya data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap 
berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian terdiri atas: 
1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan pengadaan 
tanah di Indonesia. Adapun bahan hukum primer tersebut terdiri dari: TAP MPR NO IX/MPR/2000 
Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UUD 1945, Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya, 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang acara penetapan ganti 
kerugian oleh pengadilan tinggi sehubungan dengan pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang 
ada di atasnya. 
2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal dan laporan hasil penelitian yang relevan dengan 
topik yang dibahas. Selanjutnya bahan hukum tersier yaitu suatu bahan hukum yang bersifat 
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder (Soekanto dan Mamudji, 
1985: 14-15), seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
b. Teknik Pengumpulan Data 
Sebagai suatu penelitian kualitatif yang memperkenankan dipergunakannya berbagai variasi data dan 
metode pengumpulannya, maka penelitian ini menggunakan dua metode dalam pengumpulan data, yakni 
penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan akan didukung dengan penelitian lapangan 
untuk memperoleh data primer. 
c. Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder (yang berupa berbagai dokumen 
peraturan perundang-undangan, tulisan serta pengaturan konsep hak menguasai negara, konsinyasi dan 
pengadaan tanah) serta hasil wawancara di lapangan dengan berbagai informan. Sebagai konsistensi dan 
untuk menjaga validitas akan hasil penelitian maka data yang akan diperoleh dinalisis dengan beberapa 
tahapan analisis data.  
 
 
 IV. PEMBAHASAN 
A. Pencabutan Pengaturan Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah: Sebuah Perlindungan Hukum Bagi 
Pemegang Hak Atas Tanah dalam Memberi Keadilan. 
Prinsip keadilan sosial dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, UU 
pengadaan tanah sepanjang sejarah pemberlakuannya sejak jaman orde baru sampai dengan jaman reformasi 
demokrasi masih dan selalu menyisakan satu persoalan mendasar, yakni pemberlakuan lembaga penawaran 
pembayaran dan konsinyasi. Lembaga penawaran pembayaran dan konsinyasi ini diadopsi oleh sistem 
hukum pengadaan tanah karena adanya sebab tidak tercapainya kesepakatan dalam bentuk dan besarnya ganti 
kerugian. Dari sinilah dimulai pertaruhan keadilan antara masyarakat vis a vis negara. Hal ini 
memperlihatkan adanya pengabaian terhadap teori keadilan yang ditegaskan oleh John Rawls; yaitu bahwa 
keadilan harus mampu menjangkau sebuah prosedur pencapaian atau pencarian consensus yang 
menempatkan semua individu sama peluangnya serta mengakui adanya ketimpangan dalam masyarakat yang 
harus mendapat prioritas perhatian dalam penyususnan peraturan perundang-undangan. Ketika konsinyasi 
tetap diberlakukan dalam pengadaan tanah, seharusnya prinsip keadilan tersebut dapat menjadi pedoman 
bahwa pembentukan undang-undang harus memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat korban 
pembangunan, di mana masyarakat yang terdampak mempunyai akses kecil dan terbatas terhadap sumber-
sumber daya dalam masyarakat, sumber daya agraria dalam hal ini tanah.  
Bagi Indonesia, sesuai dengan falsafah Pancasila, maka paling tepat kiranya untuk menempatkan asas 
keadilan sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari 
dan dijiwai oleh sila-sila dari Pancasila. (Soekanto dan Mamudji, 1985: 14-15). Berdasarkan sila-sila dari 
Pancasila, maka dalam sila kelima terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan 
bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan 
kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia 
lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya (Kaelan, 
2007: 36). Sesungguhnya keadilan sosial yang berlaku dalam masyarakat  meliputi segala bidang kehidupan, 
tidak hanya meliputi aspek materiil saja, tetapi juga aspek spiritual, yaitu yang menyangkut adil di bidang 
hukum, politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. (Ketut, 2012: 178). Makna keadilan sosial mencakup pula 
pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari negara Indonesia. (Kaelan, 2007: 3). 
Prinsip keadilan yang tertuang pada Pasal 28 J diperkuat dengan sebuah politik hukum pertanahan, yaitu 
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Melalui landasan konstitusional ini negara ditunjuk sebagai badan penguasa 
untuk menuju dan mewujudkan kesejahteraan dengan segala kewenangannya. Dari mulai struktur kekuasaan 
legislatif, eksekutif hingga yudikatif, juga Badan Pertanahan Nasional sebagai “rumahnya rakyat” dalam 
segala urusan pertanahan di Republik ini. Melalui Pasal 2 ayat (1) UUPA negara memiliki kewenangan 
dalam (1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya, (b) 
menentukan dan hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa (c) menentukan 
dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa.  
Kewenangan turunan dari konsep penguasaan negara atas tanah adalah membuat peraturan perundang-
undangan dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan masalah pembangunan untuk kepentingan umum. 
Lahir menjadi produk hukum terakhir adalah UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum. Di sanalah kembali rakyat harus melihat, dan merasakan bagaimana 
“aturan main” yang dibuat negara bilamana suatu hari negara membutuhkan sebidang tanah hak milik rakyat 
untuk  pembangunan kepentingan umum. Persoalan mendasar mewarnai “aturan main” ini yaitu; pemaksaan 
kehendak tentang cara memberikan ganti kerugian.  
Penggunaan lembaga penitipan ganti kerugian bila masyarakat menolak besarnya ganti kerugian, 
hendaknya dihapus. Hal ini dapat dilihat dari konstruksi hukum yang menjadi alasan pemberlakuannya yang 
merupakan kesalahan penerapan konsep dan pemaksaan kehendak secara sepihak karena beberapa alasan 
berikut ini; 
1. Lembaga konsinyasi merupakan salah satu cara untuk menghapuskan perikatan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1404 KUHPerdata yang merumuskan. 
2. Dimuatnya ketentuan tentang penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam undang-undang 
pengadaan tanah dan peraturan pelaksanaannya didasarkan pada pada fatwa MA 16 November 1988 
No. 578/1320/88/II/Um-TU/Pdt atas kasus Waduk Kedung Ombo dan dilanjutkan dengan putusan 
MA tanggal 19 April 1990 Nomor 135/K/SIP/1989 berkenaan dengan kasus proyek PLTA Mrica, 
Kabupaten Banjarnegara. Putusan MA tersebut pantas dikritisi karena telah keliru menerapkan konsep 
penitipan ganti kerugian dan mengesampingkan pencapaian keadilan sosial. Sudah sepantasnya 
 keputusan MA tersebut tidak dijadikan dasar pijakan utnuk suatu peraturan karena disamping secara 
konseptual keliru, juga negara kita tidak menganut doktrin stare decisis sehingga tidak ada keterikatan 
untuk mengikuti putusan MA , apalagi putusan yang keliru. 
3. UU nomor 2 Tahun 2012 dengan peraturan pelaksanaannya, yakni Perpres 71/2012 mengatur tata cara 
penerapan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum; (Tehupeiory, 2017: 141-144) 
a. Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian kepada ketua 
PN pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum 
b. Penitipan ganti kerugian diserahkan kepada PN pada wilayah lokasi pembangunan untuk 
kepentingan umum 
c. Bentuk ganti kerugian yang dititipkan di PN berupa uang dalam mata uang rupiah 
d. Pelaksanaan penitipan ganti kerugian dibuat dalam berita acara penitipan ganti kerugian (Pasal 86 
Perpres 71 Tahun 2012) 
4. Penitipan uang ganti kerugian di pengadilan negeri sampai hari ini memperlihatkan praktik “budaya 
instan” dan pergeseran makna “hak menguasai negara” yang mumpuni dari penguasa negara kepada 
rakyatnya sendiri. Dimulai dari pembuat undang-undang (legislatif) sebagai pencetus ide konsinyasi 
dalam rancangan undang-undang pengadaan tanah hingga menjadi undang-undang, eksekutif sebagai 
pembangunan di negeri ini, maupun yudikatif yang menafsirkan undang-undang melalui putusannya. 
bersangkutan hanya “membaca” dan bukan memahami serta memaknai Pasal tersebut, inilah yang 
disebut sebagai bertindak bagaikan mesin belaka.  
 
B. Konstruksi Ideal Pengganti Lembaga Konsinyasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa dalam 
Pengadaan Tanah yang Berkeadilan dan Mensejahterakan: Lembaga Musyawarah Ganti Rugi 
Gemah Ripah Loh Jinawi Pengadaan Tanah sebagai Pengganti Lembaga Konsinyasi.  
Lembaga musyawarah dan mediasi sebagai suatu cara penyelesaian sengketa alternatif sebelum 
menempuh upaya terakhir yaitu pengadilan. Lembaga inilah yang menjadi penentu bagi masyarakat dan 
instansi pemerintah dalam keputusannya terkait tentang bentuk dan besarnya ganti kerugian. Sehingga uang 
ganti rugi tidak perlu dititipkan di pengadilan, karena uang ganti kerugian dapat disimpan oleh negara 
(Bendahara Umum negara) di bawah Kementerian Keuangan dan dapat diberikan secara langsung maupun 
dengan mekanisme bank kepada yang berhak atas ganti kerugian tersebut. Penyelesaian sengketa pada 
masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Dalam 
hal ini, seperti pada masyarakat adat di Indonesia yang berlabel sebagai masyarakat agraris, dalam tradisi 
penyelesaian sengketa pada masyarakat adat sangat ditentukan oleh pandangan dan ciri-ciri masyarakat adat. 
Konsekuensi kebersamaan melahirkan pandangan hidup dan nilai “sama” dalam arti sosial dan kebatinan, 
yang melahirkan nilai kesamaan, baik dalam arti lahiriah maupun batiniah. Dalam prinsip kesamaan, menjadi 
landasan hidup bersama sebagai wujud suatu kesatuan dapat bertahan menjadi suatu keutuhan dengan 
berpedoman pada prinsip “rukun” sebagai ajaran hidup bersama. (Adikusuma, 1992: 35). Dalam masyarakat 
adat, dengan hidup “rukun” ditegaskan bahwa hubungan semua warga dalam kelompok saling mengabdi, 
mencintai, menjaga dan menghargai. Dengan kata lain, manusia yang satu adalah hamba dari manusia yang 
lainnya. Tidak seperti dalam pandangan hukum barat dengan “homo homini lupus” yang bermakna manusia 
yang satu adalah serigala bagi manusia yang lainnya. Pandangan ini menggambarkan suasana konflik dalam 
hukum barat. (Adikusuma, 1992: 239) 
Kedudukan hukum adat diakui merupakan bagian dari tata hukum nasional, sehingga hukum adat masih 
dipertahankan sebagai sumber hukum. Kebijaksanaan politik hukum tersebut dapat dijumpai pada Pasal 23 
ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 35 tahun 
1999 dan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang no. 4 tahun 2004 sebagai penjabaran dari UUD 1945 hasil 
amandemen Pasal 18B ayat (2) sehingga hukum adat masih dipertahankan sebagai sumber hukum. Oleh 
karena itu, dalam praktik peradilan nilai-nilai hukum adat baik secara substansial dan terutama asas-asanya 
masih tetap memiliki validitas dan otoritas. Bahkan dalam UUPA keberadaan hukum adat diakui secara tegas 
(Pasal 3 UUPA) keberadaannnya dijadikan dasar daripada Hukum Tanah Nasional. 
Kembali kepada pembahasan dalam analisis mengenai lembaga musyawarah ganti rugi pengadaaan tanah 
ini bahwa nilai-nilai yang terdapat di dalam hukum adat, yang mana hukum adat merupakan suatu kompleks 
norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi 
peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehiduan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak 
tertulis, senantiasa  ditaati dan dihormati oleh  rakyat karena mempunyai akibat hukum sehingga oleh 
karenanya masih berlaku sampai kini. Nilai-nilai musyawarah untuk mufakat sangat relevan dijadikan 
landasan penyelesaian sengketa tanah, melalui praktik “mediasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaiaan 
 sengketa di luar Pengadailan berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
penyelesaian Sengketa.  
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Persoalan pengaturan dan penerapan konsinyasi dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum, baik ditingkat regulasi maupun ditingkat implementasi dapat diketahui bahwa 
keberadaan lembaga penitipan ganti kerugian (konsinyasi) adalah bentuk pemaksaan kehendak 
pemerintah, dengan demikian jelaslah tidak ada upaya perlindungan hukum dari negara untuk 
memberikan keadilan bagi masyarakat yang tanahnya terkena dampak pembangunan infrastruktur. Jika 
keadilan saja sulit diwujudkan oleh negara, maka kesejahteraan akan semakin jauh dari harapan. Oleh 
karena itu, peneliti mendesak sebuah perubahan mendasar. Pertama, dimulai dari pengaturannya harus 
ditiadakan, dengan pencabutan pasal tentang konsinyasi sebagai dasar pemberlakuannya melalui upaya 
legislative review dan judicial review. 
2. Menggantikan lembaga konsinyasi dengan lembaga musyawarah pengadaan tanah yang berfungsi sebagai 
lembaga yang melahirkan kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti kerugian, berwenang 
memutuskan tentang penetapan pemberian ganti kerugian, serta bertugas sebagai lembaga yang 
menjembatani kepentingan negara dan masyarakat melalui seorang mediator. Nilai-nilai musyawarah 
untuk mufakat sangat relevan dijadikan landasan penyelesaian sengketa tanah, melalui praktik “mediasi” 
sebagai salah satu alternatif penyelesaiaan sengketa di luar Pengadailan berdasarkan UU No. 30 tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa. Penyelesaian melalui tata cara mediasi ini 
akan menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian yang harus diberikan negara kepada masyarakat 
yang bersifat final and binding. Jika tidak tercapai kesepakatan, pengadilan pada tingkat kasasi di 
Mahkamah Agung adalah upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak dengan mekanisme 
mediator yang membawa ke pengadilan kasasi tersebut. 
  
B. Saran 
1. Eksekutif dan Legislatif seharusnya memiliki kehendak politik (Politicial Will) untuk perlu melakukan 
evaluasi deregulasi bahkan rekonstruksi terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang pengadaan 
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memberikan perlindungan hukum kepada 
masyarakat. Dalam penyusunan UU yang tidak lagi menerapkan lembaga konsinyasi dalam pengadaan 
tanah haruslah melibatkan masyarakat korban pembangunan khususnya, dan masyarakat ahli dari 
berbagai unsur. Masukan dari masyarakat dalam berbagai bentuk perlu diterima dengan tangan terbuka 
dan dijadikan bahan pertimbangan untuk melengkapi substansi yang akan diatur. Mahkaman Konsitusi 
harus lebih objektif melihat persoalan secara materiil dan formil tentang konsinyasi, tidak berfikir sempit 
dengan pendekatan legalistik formil yang mengabaikan prinsip keadilan dan kesejahteraan 
2. Lembaga musyawarah ini bekerja sesuai amanat UU pengadaan tanah yang diberikan fungsi, tugas dan 
wewenang. Fungsinya adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa GR, Tugasnya adalah melahirkan 
kesepakatan penetapan mengenai bentuk dan besarnya GR, sedangkan wewenangnya untuk menentukan, 
mengatur, menyelenggarakan segala penyelesaian sengketa mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi 
dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Lembaga musyawarah ini 
membuka ruang dengan tetap memberlakukan dalam klausulanya tentang upaya terakhir perolehan tanah 
oleh negara melalui pencabutan hak. Lembaga ini pun diberikan batas waktu penyelesaian tentang 
penetapan bentuk dan besarnya GR berdasarkan UU dan/atau kesepakatan para pihak yang diupayakan 
oleh seorang mediator. syarat tersebut, jika salah satu tidak terpenuhi maka dialog (demokrasi) yang 
diharapkan itu tidak akan lahir. Dalam keberadaan lembaga musyawarah inipun harus dibuka tata cara 
pencabutan hak sebagai upaya terakhir yang diamanatkan oleh pasal 18 UUPA dan UU Nomor 20/1961, 
sehingga bukan lagi dengan cara menitipkan uang di pengadilan (konsinyasi). 
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